BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.81, 2016 KEMENHUB. Jasa. Pengurusan Transportasi.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 12 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 74 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepastian berusaha bagi para
pelaku usaha, perlu mengubah beberapa ketentuan yang
diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan
Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan
Transportasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa

Pengurusan Transportasi;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di
Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5208);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit
Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130
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Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara
Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1400);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 628);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan
Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1523);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa
Pengurusan Transportasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 555) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan
Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1539);
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Menetapkan

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA = ATAS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 74
TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan
Transportasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 146 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan
Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1539), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga

Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Perusahaan jasa pengurusan transportasi yang akan
melakukan kegiatan usaha pengiriman dan
penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2), wajib memiliki izin usaha jasa
pengurusan transportasi.

(2) Izin usaha  jasa pengurusan transportasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh
Gubernur propinsi tempat perusahaan berdomisili
dan berlaku di seluruh Indonesia selama

perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya.



2016, No.81

(3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

diberikan setelah memenuhi persyaratan:

a.

b.

administrasi; dan

teknis.

(4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a, meliputi :

a.
b.

C.

memiliki akte pendirian perusahaan;

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;
memiliki Surat Keterangan Domisili
Perusahaan;

memiliki penanggung jawab;

memiliki modal dasar paling sedikit Rp.
25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar
rupiah), paling sedikit 25% dari modal dasar
harus ditempatkan dan disetor penuh dengan
bukti penyetoran yang sah atau diaudit oleh
kantor akuntan publik;

tenaga ahli WNI (Warga Negara Indonesia),
minimum D III di bidang Pelayaran/Maritim/
Penerbangan/Transportasi/IATA
Diploma/FIATA Diploma, S1 Logistik sertifikat
ahli Kepabeanan/Kepelabuhanan;

dihapus;

memiliki surat rekomendasi/pendapat tertulis
dari Penyelenggara Pelabuhan setempat, serta
asosiasi di bidang  Jasa Pengurusan
Transportasi dan Logistik; dan

bagi badan usaha yang memiliki modal lebih
kecil sebagaimana tercantum pada ayat (4)
huruf e, wajib memperoleh surat
pernyataan/persetujuan dari asosiasi di bidang
Jasa Pengurusan Transportasi sebagai jaminan
untuk perusahaan atau badan hukum

beroperasi.

(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b, meliputi:



